
   
 

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA 

 

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  

KABUPATEN ACEH UTARA 

NOMOR 3620 TAHUN 2024 

TENTANG   

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI 

INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA 

 

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah di Lingkungan  

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah di Komisi 

Pemilihn Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu 

membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten Aceh Utara;  

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 6863); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4890); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
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6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN     

       SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  

       LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  

       KABUPATEN ACEH UTARA 

KESATU  : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana  

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA  : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU bertugas untuk mengkoordinasikan dan 

memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.  
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KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Lhoksukon 

pada tanggal 1 Juli 2024 

 

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN ACEH UTARA, 

ttd. 

 

HIDAYATUL AKBAR 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN    
KABUPATEN ACEH UTARA 

Kepala Subbagian Hukum dan SDM, 

 
 

 
T. Harist Muzani 

 
 

 

jdih.kpu.go.id/aceh/acehutara



 
   LAMPIRAN I   

   KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
   KABUPATEN ACEH UTARA 

   NOMOR 3620 TAHUN 2023 
   TENTANG  

   PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI 
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 

KABUPATEN ACEH UTARA 

 
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  

 

NO NAMA JABATAN 
KEDUDUKAN DALAM 

SATUAN TUGAS 

1. Hidayatul Akbar, S.H. Ketua Pengarah 

2. Zulfikar, S.H.,M.H. Anggota Pengarah 

3. Mursal Ridha, S.E. Sekretaris Penanggungjawab 

4. T. Harist Muzani, S.H., M.I.Pol 
Kasubbag Hukum dan 

SDM 
Ketua 

5. Evi Susanti Maya, S.E. 
Penyusun Bahan 

Penyuluhan Hukum 
Koordinator Satker 

6. Iin Faryanti, S.E. 
Kasubbag Perencanaan, 

Data dan Informasi 

Penanggungjawab 
Subbag Perencanaan, 

Data, dan Informasi 

7. Hardiansyah, M.Sos. 

Kasubbag Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu, 
Partisipasi, dan Hubmas 

Penanggungjawab 
Subbag Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi, dan Hubmas 

8. Muhammad Yusrian, S.T. 
Kasubbag Keuangan, 
Umum dan Logistik 

Penanggungjawab 
Subbag Keuangan, 

Umum dan Logistik 

11. Fahrianti, A.Md.,S.Sos. 
Penyusun Program 

Anggaran dan Pelaporan 
Anggota 

11. Cut Rafika, A.Md.,S.Sos. 
Analis Hunbungan Antar 

Lembaga 

Anggota 

12. Murhamah, S.E. 

Penyusun Rencana 

Kebutuhan Rumah 
Tangga & Perlengkapan 

Anggota 

13. Fahmi Al Ichsan, S.IP. 
Analis Data dan 

Informasi 

Anggota 

 
 

Ditetapkan di Lhoksukon 

pada tanggal 1 Juli 2024 

 

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN     

KABUPATEN ACEH UTARA, 

ttd.ttd. 

 

HIDAYATUL AKBAR 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN    
KABUPATEN ACEH UTARA 

Kepala Subbagian Hukum dan SDM, 
 

 
 

T. Harist Muzani 
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